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LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH w\l&

PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN

SAMPAH
Memasukkan Sampah ke Mencampur sampah
Dalam Wilayah Negara Mengimpor dengan limbah berbahaya
Kesatuan Republik sampah dan beracun
Indonesia

Melakukan penanganan
sampah dengan

Mengelola sampah yang
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tidak pada t t
pencemaran dan/atau ea pa.a empat yans pembuangan terbuka di
) telah ditentukan dan
perusakan lingkungan disediakan tempat pemrosesan

akhir
Membakar sampah
vang tidak sesuai
dengan persyaratan
teknis pengelolaan
sampah



56,63 JUTATON

SAMPAH TERKELOLA
39,01% (22,09 juta ton)

SAMPAH TIDAK TERKELOLA
60,99% (34,54 juta ton)

21,85% (12,37 juta ton)
—e sampah ditimbun di TPA
Open Dumping

39,14% (22,17 juta ton)
sampah masih terbuang ke

lingkungan (open burning,
illegal dumping, dibuang ke

ﬁ

adan air) . .
Sumber: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang Diolah, 2024

KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

TIMBULAN SAMPAH NASIONAL TAHUN 2023

S

N%

FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH

DI INDONESIA

BANK SAMPAH INDUK DAN BANK INSTALASI PENGOLAH SAMPAH

SAMPAH UNIT MENJADI ENERGI LISTRIK (PSEL)
Jumlah Bank Sampah Induk: 299 Unit (Perpres No.35/2018)
Jumlah Bank Sampah Unit : 20.587 Unit * PSEL Kota Surabaya: 1.000 ton/hari

* PSEL Kota Surakarta: 545 ton/hari

Catatan: 10 daerah lainnya sedang proses
pembangunan

Jumlah nasabah: 647.797 nasabah
Sampah terkelola: 2.116

ton/Tahun Total Omset: 3.86
FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH

MENJADI REFUSE DERIVED FUEL (RDF)

* Fasilitas RDF Kab. Cilacap: 160 ton/hari

 Fasilitas RDF Bantar Gebang: 2.000
ton/hari

* Fasilitas RDF Kab. Magelang: 100
ton/hari

* Fasilitas RDF di IKN: 74 ton/hari

e 20 Unit Fasilitas RDF yang dibangun
melalui program ISWMP

I .. i




Pengelolaan Sampah & Pembinaan TPA

Profil persampahan di Indonesia, progres pengelolaan sampah dan pembinaan TPA Sampai April 2026

Indikator Pengelolaan Sampah & Pembinaan TPA

Sudah Verifikasi Lapangan

472 26%

100.00% dari target 26.07% dari target 100%

Kota/Kabupaten yang dipantau pada proses Penanganan Sampah

Sampah Terkelola

[ Jumlah Penduduk

. 279,538,171
4 Kota/Kabupaten Koefisien
472 0.49

[ Timbulan
141,926 tpd J

/AN
Sampah Terkelola A
37,001tpd
~

Sampah Belum Terkelola
/4%

v
Sampah Belum Terkelola h
104,925 tpd )

1. Berdasarkan 279.538.191 jiwa penduduk Indonesia yang tersebar di 472 Kabupaten/Kota, dengan menggunakan
koefisien 0,49 kg/orang/hari, diperoleh estimasi timbulan sampah nasional sebesar 141.926 ton/hari atau 51,8 juta

ton/tahun.

2. Pada tahun 2025, KLH/BPLH melakukan proses verifikasi lapangan di 472 Kab/Kota. Dari aktivitas verifikasi lapangan,
didapatkan tingkat sampah terkelola nasional sebesar 26% (37.001 ton/hari) dan tingkat sampah belum terkelola

sebesar 74% (104.925 ton/hari).
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SKEMA ALURPENGELOLAAN SAMPAH (TARGET RPJMN 2025-2029) W

Amanat Perpres no. 12/2025 tentang RPJMN menargetkan 100% sampah terkelola pada tahun 2029, dengan 38% diolah

melalui fasilitas pengolahan berteknologi ramah lingkungan. Pengolahan dilakukan melalui Bank Sampah, MRF, TPS 3R, Rumah
Kompos, Maggot BSF, TPST, hingga Waste-to-Energy. Sampah yang masuk ke TPA harus dibatasi hanya untuk residu.

Pengolahan Organik dari Sumber ['7

18.205tnd +« Fasilitas infrastruktur di sumber{Biodigester, Teba, BSF, Komposter)
12,40% ¢« Pendanaanmelalui Dana Desa

— Ty s TARGET100°%
TERKELOLA DI

29.124tpd « Pengelolaan Skala Koemunal (1.5 - 45 tpd)

19,84% + Penerapan prinsip ekonomi sirkular

» Menggunakanskema kolaborasi TAHUN 2029
¢« Pendanaandapat melalui Kopdes/Bumdes

Pengumpulan/

Pengangkutan
Al -1 2 1l { ] ol Wilayah yang memilikiindustri semen

TPA

SUMBER

317.125tnd * Daerahyangdekat dengan pabrik semen dan PLTU/Industri
180 tod 100% 25 299 pengguna batubara Laﬂdf.lﬂ
146.780 tp 2029 ' + Pendanaan melalui APBN/APBL/ Investasi Swasta/Industri
(Froyeksi lahun 202Y) 44.034 tpd
TPST Non-RDF 0050 30% dari
29.326tpd * Daerah yang tidak memiliki off-taker RDF yang telah
19 982 ¢«  Menggunakanteknologilainnya, misalnya biogas, pengomposan skala terolah
' besar, Material Recovery Facility, dsb. _
Harya Residu

Waste-to-electricity (PSEL) 5.0
Kapasitas olah = 1.000 tpd, 10 aglomerasi (DenpasarRaya, Bogor Raya, BekasiRaya, YogyaRaya, & "‘,
2 .

¥

33.000tpd

22,48% semarang Raya, Medan Raya, Tangerang Raya, Lampung Raya, Surabaya Raya, Serang Raya)




Sistem Informasi Kinerja Pengelolaan Sampah \y(\yz

NASIONAL (KLH)

KABUPATEN/KOTA (DLH)

Data Verifikasi
TIM PEMBINA/PEMANTAU KLH

Data Definitif

1. WALI DATA (DLH)

2. OPERATOR FASILITAS

Integrasi antara data Definitif dan data Verifikasi dapat dilihat pada Dasbor
https://sampahnasional.kemenlh.go.id/.



https://sampahnasional.kemenlh.go.id/
http://bit.ly/Kepmen1218

Fasilitas Penanganan Sampah dan Proyeksi Revitalisasi

Sampah Terkelola

26%

41% dari target Sampah Terkelola (RPJMN 2026)

24%
TPA Open Dumping

41,915 tpd

Fasilitas Tidak Aktif
& TPA Open Dumping

Forecast Sampah Terkelola: Nasional

Sampah Terkelola + Forecast Reaktivasi +
Forecast Pengakhiran TPA Open Dumping

Reaktivasi BSI

86.09 tpd

Pemetaan Fasilitas & |
Pembinaan TPA |

Reaktivasi BSU

487.04 tpd

Bank Sampah

TPS3R/TPST/POO/
PDU / Fasilitas
Resmi lainnya

2,142.43 tpd

Reaktivasi TPST

176.52 tpd

Pembinaan TPA

I
1
I
1
1
1
I
Reaktivasi TPS 3R 1
1
1
1
I
1
1
1

Reaktivasi R. Kompos/POO

151.89 tpd

Forecast Total Reaktivasi

3,043.96 tpd

Forecast TPAQD -» TPA SL/CL

41,915 tpd

Forecast Reaktivasi + Pengakhiran TPA Open Dumping

81,960 tpd
57.75%

A

Forecast Total

44,959 tpd

)

Jumlah Penduduk
279’538’191 Timbulan Sampah
e | 1141,926 tpd
I('lotal BankSampahlnduk\ BSI Aktif Sampah Terkelola BSI ‘\_\
556 469 461.98 tpd
. J I | W
4 Total Bank Sampah Unit ) r BSU Aktif Sampah Terkelola BSU h
31,525 22,975 1,308.81 tpd
. J \ | I v
Total TPS 3R 4 TPS 3R Aktif Sampah Terkelola TPS 3R A
4,397 X 2,799 3,752.60 tpd )
Total TPST é TPSTIAkt'lf r Sampah Ter]kelola TPST D
242 226 2,427.50tpd
AN 1 - | S/
Total R. Kompos/POO 4 R. Kompos/POO Aktif é S. Terkelola R. Kompos/POO A
[ 7,010 ] [ 6,777 J L 4411.01tpd )
( Sektor Inf:rmalAktif 5. Terkelola S:—kmrlnformal h
9,508 9,450.00 tpd
- I - I >
Jumlah TPA 4 Data TPA Lengkap Landfill TPA SL/ACL
474 [ 463 | 15,189tpd
v v
Total Fasilitas (_Total Fasilitas Aktif 4 Total Sampah Terkelola
43731 33246 "z|| 37,001tpd
& b y,

uf
L

Sampah Terkelola Saat Ini

37,001 tpd

)

Jika dilakukan reaktivasi dan pengakhiran praktik TPA Open Dumping, maka:

1.

2
3.
4

Proyeksi sampah terkelola dari reaktivasi fasilitas sebesar 3.043 tpd.

Proyeksi sampah terkelola dari pengakhiran TPA Open Dumping sebesar 41.915 tpd.

Jika poin 1 dan 2 dilaksanakan, maka proyeksi sampah terkelola sebesar 81.960 tpd atau sebesar 57,75%.

Untuk mencapai target RPJMN tahun 2026 sebesar 63,41%, terdapat gap sebesar 5.66%.

=

-
Update: 1 April 2026
Berdasarkan hasil Verifikasi
Lapangan, saat ini terdapat 43.731
fasilitas pengelolaan sampah (TPS
3R/PDU, TPST, BSU, BSI, R.
Kompos/POO)
Fasilitas pengelolaan sampah yang
aktif sejumlah 33.246 atau sebesar
76%, dengan sampah terkelola
sebesar 37.001 tpd.
Fasilitas pengelolaan sampah yang
tidak aktif sejumlah 10.485 atau
sebesar 24%.
Terdapat 9.508 Sektor Informal
aktif dengan sampah terkelola
sebesar 9.450 tpd.
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Langkah Strategis dan Upaya Pencapaian target RPJMN tahun 2026 M
H>

Untuk mencapai target RPJIMN Sampah Terkelola 63,41% pada tahun 2026, KLH/BPLH akan melakukan langkah - langkah strategis
berikut:
1. Pengakhiran praktik Open Dumping 324 TPA di 310 Kab/Kota pada akhir tahun 2026.
2. Pemetaan kondisi detil (data dasar, spasial, tata kelola dll) seluruh fasilitas penanganan sampah di 472 Kab/Kota, untuk selanjutnya
bisa dilakukan optimalisasi dan reaktivasi oleh Pemerintah Daerah.
3. Penyusunan RISPS (Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah) Pemerintah Daerah, berkolaborasi dengan Ditjen Cipta Karya
Kementerian PU.
4. Identifikasi TPS Liar/TPA llegal dan tindak lanjut/penanganan bersama Pemerintah Daerah.
Penyusunan Grand Design KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Nasional serta pendampingan KIE di daerah.
6. ldentifikasi dan penyusunan juknis (petunjuk teknis) pengelolaan sampah di kawasan (K. Pemukiman, K. Komersil, K. Industri, K.
Khusus, Fasilitas Umum dan fasilitas lainnya) sesuai amanat UU Pengelolaan Sampah dan PP 81 tahun 2012.
7. Berkolaborasi dengan K/L (Kemendukbangga, Kemendiktisaintek, Kemendagri, Kemendikbud, BRIN, TNI, Polri, KPK, dll) melalui
Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Realisasi Pemetaan MRF Realisasi Pemetaan Bank Sampah [wz: H - ] S —
1,107 2,840 |
)
Target Pemetaa Progre Target Pemetaar Progress T
11 650 9. 50% 32 081 8.85%
7% dari 32 Provins 1 88% dari 32 Provins o4,

Update: 4 April 2026 8 }



Profil TPA di 472 Kab/Kota dan Rencana Tindak Lanjut Y
Vo

Jenis TPA 1. Dari 472 Kabupaten/Kota di Indonesia, terdapat 468 TPA yang dikelola oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota dan 7 TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

2. Berdasarkan metode pengoperasiannya, saat ini TPA masih didominasi oleh praktik
@ OpenDumeing Open Dumping sebanyak 324 TPA (69%) di 310 Kab/Kota, diikuti Controlled Landfill

Controlled Landfill

:idizﬁ.iﬁ:m sebanyak 139 TPA (30%) di 134 Kab/Kota dan praktik Sanitary Landfill sebanyak 5 TPA
(1%) di 5 Kab/Kota.

Sebaran Zona Terpakai

3. Berdasarkan data zona/lahan TPA vyang sudah
75%- 100% 150 Kab/Kota terpakai/digunakan, 153 TPA di 150 Kab/Kota sudah
menggunakan lebih dari 75% lahannya, 194 TPA di 186
Kab/Kota sudah menggunakan lahannya antara 25 - 75%

25% - 50%
50% - 75%

dan 76 TPA menggunakan lahannya kurang dari 25%.

0% - 25%

0Kab/Kota 20 Kab/Kota 40 Kab/Kota 60 Kab/Kota 80 Kab/Kota 100 Kab/Kota 120 Kab/Kota 140 Kab/Kota 160 Kab/Kota

Rencana Tindak Lanjut :

1.  Pengakhiran praktik TPA Open Dumping pada tahun 2026, sesuai dengan amanat UU Pengelolaan Sampah no. 18
tahun 2008.
2.  Meningkatkan pemilahan sampah dari sumber secara masif, untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA &%

. . e e . 9 1
dan mengurangi potensi risiko bencana di TPA. Update: 1 April 2026 4



PERMASALAHAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) @

Mandat UU No.18 Tahun 2008 TPA OPEN DUMPING DI INDONESIA

e Pasal 29 ayat (1) huruf f: setiap orang dilarang TPA dikelola secara
melakukan penanganan sampah dengan 343 Daerah > )
open dumping

pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

e Pasal 44 ayat (1): Pemerintah daerah harus 6 Provinsi (TPA Regional) 1
membuat perencanaan penutupan tempat 51 Kota Sumber utama pencemaran
pemrosesan akhir sampah yang menggunakan 286 Kabupaten lingkungan dan kesehatan
sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) macvarakat

tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang
ini.

e Pasal 44 ayat (2): Pemerintah daerah harus
menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang
menggunakan sistem pembuangan terbuka paling
lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya
Undang-Undang ini.

PP No.81 Tahun 2012

* Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA
yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pekerjaan umum - sanitary landfill / controlled landfill

* Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis harus
dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi. -

Telah disampaikan ~——
surat teguran

kepada 343 Kepala
Daerah yang

masih mengelola

TPA Open

Dumping

P KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
w BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
1A
et wow.merih.go.d
Nomor 0 Januan 2025

A ————
=fwgah, dan Bahan
aBeracun.
ot
Ade Fdona

NIP 46650824 199303 1 001

1. Menteri Lin igkungan Hi idup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup:
2. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH.




RENCANA TINDAK LANJUT PENATAAN TPA OPEN DUMPING (1) V\}(J

* Mengingat TPA Open Dumping tersebut telah menyebabkan pencemaran
lingkungan, maka sebagaimana ketentuan pada Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, maka Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya
diterbitkan oleh pemerintah daerah jika terjadi pelanggaran yang serius di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

o Sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika dalam hal hasil
pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka
Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
dapat memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
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PAKSAAN PEMERINTAH
KEPADA PENANGGUNG

JAWAB TPA
A. Skema Penghentian Aktivitas Open

Penetapan sanksi administratif

Persiapan penghentian aktivitas open dumping di TPA
Penyusunan rencana pembangunan zona sanitary landfill baru
dan penutupan/pengakhiran aktivitas open dumping
Pembangunan dan penyelesaian zona sanitary landfill baru
Penghentian total aktivitas open dumping di TPA
Operasionalisasi sanitary landfill

Penutupan dan pengakhiran area open dumping sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan bidang Pekerjaan Umum

B. Skema Penghentian Operasional

2

Penetapan sanksi administratif

Persiapan penghentian operasional TPA

Penyusunan rencana pengalihan TPA ke lokasi lain atau
pembangunan sistem pengelolaan sampah lainnya
Penghentian operasional TPA

Penutupan TPA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan bidang Pekerjaan Umum

PERINTAH MENTERI KEPADA KEPALA DAERAH %&J

1. Melalukan transformasi  perilaku elemen
masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi
(KIE) terkait pemilahan dan  pengelolaan sampah di sumber
dengan mengintegrasikan substansi pengelolaan  sampah
ke dalam kurikulum pendidikan dan mendorong
peningkatan jumlah sekolah adiwiyata.

2. Mewajibkan setiap sumber sampah (rumah tangga, produsen,
dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) untuk
memilah dan mengolah sampah di sumber atau dekat
dengan sumber.

3. Optimaliasi
pengurangan
sampah (Extended Producer Responsibility/EPR) pada sektor
usaha manufaktur, ritel dan jasa makanan minuman (Peraturan

MSH_&%’B&%‘&&Jé/ﬁQﬁEblolaan sampah di fasilitas pusat daur
MSREBRIK8: m PR ATl uKPERBYERRY AN dAgy, jRensangkutan
iae_%?‘pSa.mpah 3R HALARIR, vang Mepigsau, seluruh
6. Méﬂ%p@aﬁaﬁéﬁﬂaﬁ%ﬁal Banrl?esryrﬁlﬂghan sposRAhdiessehiy ke
il B s8R 2haR PERA Sampah). RW

7. Membangun industrialisasi pengelolaan sampah
dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang
menerapkan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi
disertai pengelolaannya yang dilakukan secara professional,
meliputi pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Meniadi

Qﬁéir"g‘%_’f [eliRPpyed3n fasiifasPengplahan sampah 12

nroani

upaya seluruh

penerapan kewajiban produsen dalam

bl



ROADMAP PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL (1) M\}(J

1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di daerah yang meliputi:
a. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan sampah, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan pemilahan serta

pengolahan sampah di sumber.

b. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.

w

Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di daerah.

4. Melaksanakan aksi penuntasan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, melalui berbagai kegiatan paling
sedikit sebagai berikut:
I. Pengelolaan Sampah di Hulu

a.

=~ ST@®E S0 Qo0

J-

Mewajibkan setiap sumber sampah (rumah tangga, produsen, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) untuk

memilah dan mengolah sampah di sumber atau dekat dengan sumber.

Memastikan penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (Extended Producer Responsibility/EPR) pada

sektor

usaha ritel dan jasa makanan minuman.

Menyiapkan dan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif pengurangan sampah dari sumber.

Memfasilitasi pembentukan 1 Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Program 1 RW 1 Bank Sampah).

Mengembangkan bank sampah menjadi bisnis sosial.

Memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah.

Memfasilitasi akses pasar bagi produk bank sampah (business matching).

Mendukung daur ulang sampah.

Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan
endidik lingkungan di setiap daerah.

eningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara .

berkala.
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ROADMAP PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL (2) M\l’!

Melakukan kampanye sosial masif seperti gerakan minim sampah, pilah sampah, dan olah sampah di sumber.
Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing.

Mendorong peningkatan jumlah sekolah adiwiyata.

Mewajibkan kawasan (pemukiman, industri, perkantoran, wisata, fasilitas publik) melakukan pengelolaan sampah mandiri.
Menyediakan wadah sampah terpilah.

Mengoptimalisasi pengelolaan fasilitas pusat daur ulang/ BSIl/ Recycle Center/ TPS3R di setiap daerah.

Menyediakan fasilitas pengolahan sampah organik.

Melaporkan seluruh data terkait pengelolaan sampah dalam SIPSN.

Il.  Pengelolaan Sampah di Hilir

a.

Menertibkan dan menindak semua kegiatan pembuangan sampah ilegal (illegal dumping) dan pembakaran sampah terbuka (open

burning) di daerah masing-masing

Membenahi dan menata ulang semua operasional TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) agar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria sanitary landfill dan/atau controlled landfill.

Menyediakan sistem penanganan sampah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dari hulu ke hilir, meliputi:

i.  Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah

ii. Pengolahan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi, sebagai contoh: waste to energy, pengomposan,
daur ulang, dan teknologi lainnya

18




INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH YANG DAPAT DILAKUKAN
KABUPATEN/ KOTA

Kunci Inovasi :

“relevan dengan kondisi lokal, pembiayaan realistis, dan bisa
direplikasi.”

Contoh Inovasi

] Kebijakan berbasis insentif/disinsentif, Digitalisasi bank sampah, Kerjasama
dengan Produsen ( EPR)

] Gerakan Wajib Pilah Sampah, Kampung Sirkular

 Aplikasi Pelaporan Masyarakat

] WTE, RDF, Maggot

J Kelembagaan : BLUD

J Perubahan Perilaku : Gerakan Wajib Pilah Sampah, memotivasi dengan lomba2



Kementerian

~ A
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
x Lingkungan Hidup
A\ Republik Indonesia

TERIMA KASIH
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